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  Abstract (Bahasa Inggris)  
 

 Application of good governance principles in the administration of Bagan 

Jaya Village, Enok Subdistrict. Good governance is a crucial element in 

public administration at the village level to ensure transparency, 

accountability, public participation, effectiveness, and efficiency in public 

services. This research uses a qualitative method with a case study approach, 

where data is collected through observation, interviews, and documentation 

related to village administration. The study results indicate that 

implementing good governance principles in Bagan Jaya Village faces 

challenges, particularly in transparency and public participation. However, 

accountability and effectiveness aspects have been applied quite well. In 

conclusion, implementing good governance in Bagan Jaya Village requires 

improvements in information transparency and public participation. 

Recommendations are provided to enhance human resource capacity and 

facility support to achieve better administration. 
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Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Penerapan prinsip Pemerintah dalam administrasi kantor Desa Bagan Jaya, 

Kecamatan Enok. Pemerintah merupakan elemen penting dalam administrasi 

publik di tingkat desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 

di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terkait administrasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip Pemerintah di Desa Bagan Jaya menghadapi tantangan, terutama 

dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Meskipun demikian, aspek 

akuntabilitas dan efektivitas telah diterapkan dengan cukup baik. 

Kesimpulannya, penerapan Pemerintah di Desa Bagan Jaya memerlukan 

peningkatan dalam transparansi informasi dan partisipasi masyarakat. 

Rekomendasi diberikan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia 

dan dukungan fasilitas demi tercapainya administrasi yang lebih baik. 
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1. PENDAHULUAN 

Administrasi desa merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

efektif dan efisien. Dalam menjalankan peran ini, prinsip good governance menjadi dasar penting dalam 

memastikan tercapainya tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien 

(Wahyudi, 2019). Di Indonesia, prinsip good governance telah diakui sebagai elemen esensial dalam 

membangun pelayanan publik yang responsif dan profesional, khususnya di tingkat pemerintahan desa. 

Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan 

masyarakat dengan pemerintahan desa, mengingat desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal (Bovaird & Löffler, 2016). 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menekankan pentingnya good governance dalam administrasi 

desa untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan (Raharjo, 2018; Susanto & Pratama, 2020). Misalnya, studi oleh Sutrisno (2017) 

menyoroti pentingnya transparansi informasi di level desa sebagai langkah untuk mengurangi potensi 

penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Setyowati (2019) menunjukkan bahwa desa dengan tingkat 

partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki tingkat kepuasan 

masyarakat yang lebih baik terhadap pelayanan publik. Kendati demikian, banyak desa di Indonesia yang 

masih menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan prinsip good governance, khususnya di 

daerah pedesaan dan terpencil seperti di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. 

Penelitian di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan good governance yang 

ideal dengan praktik nyata di lapangan. Di beberapa desa, termasuk Desa Bagan Jaya, praktik administrasi 

dan tata kelola masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Misalnya, 

keterbatasan dalam hal transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

masih menjadi tantangan utama (Handoko & Wirawan, 2020). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia 

dan fasilitas pendukung seringkali menjadi penghambat dalam menerapkan tata kelola yang baik, yang pada 

akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa (Mukhlis & 

Wahyuni, 2018). 

Studi ini mengusulkan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur sebelumnya dengan menganalisis 

secara mendalam penerapan prinsip good governance di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji good governance di level pemerintahan kota atau 

kabupaten, penelitian ini secara khusus akan fokus pada tingkat desa. Analisis pada level ini menjadi penting 

mengingat desa memiliki karakteristik dan tantangan yang unik, terutama terkait dengan keterbatasan sumber 

daya dan aksesibilitas (Kurniawan & Suryana, 2021). Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif 

baru terkait kendala dan peluang dalam penerapan good governance di desa-desa yang masih berkembang, 

serta memberikan rekomendasi konkret bagi desa dalam mengoptimalkan administrasi kantor desa sesuai 

dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip good governance diterapkan 

dalam administrasi kantor desa, dengan fokus pada kasus Desa Bagan Jaya. Penelitian ini akan menggali 

permasalahan utama dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya terkait 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, penelitian ini juga akan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan good governance di desa ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang relevan. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah administrasi kantor desa, dan konteks penelitian adalah pada aspek tata kelola di Desa 

Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Struktur artikel ini dimulai dengan pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang, urgensi, dan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan literatur terkait good governance, 

metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi. 

Dengan mengkaji penerapan prinsip good governance dalam administrasi desa, penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa, 

khususnya bagi desa-desa dengan kondisi serupa. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan 

referensi bagi pemerintah desa lain dalam mengimplementasikan prinsip good governance yang efektif dan 

berkelanjutan. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis 

penerapan prinsip good governance dalam administrasi kantor Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. 

Pendekatan ini dianggap relevan karena studi kasus memungkinkan penelitian yang mendalam dan detail 

mengenai kondisi nyata dari objek yang diteliti dalam konteks yang spesifik (Yin, 2018). Pendekatan 

kualitatif ini juga memberikan keleluasaan dalam menggali pandangan dan pengalaman subjek penelitian 

terkait penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi desa, sehingga dapat memberikan 

data yang komprehensif dan valid. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, selama tiga bulan, dari April 

hingga Juni 2024. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan karakteristik 

desa yang memiliki tantangan dalam penerapan prinsip good governance akibat keterbatasan sumber daya 

manusia dan fasilitas. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan secara langsung untuk mengamati dan 

memahami secara mendalam aktivitas administrasi di kantor desa, serta berinteraksi langsung dengan para 

pelaksana administrasi dan masyarakat setempat. 

Subjek penelitian dalam studi ini meliputi perangkat desa yang terlibat dalam administrasi kantor 

desa, serta masyarakat yang menerima pelayanan dari pemerintah desa. Informan utama yang dilibatkan 

dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, serta beberapa anggota masyarakat yang dipilih 

secara purposive. Pemilihan informan dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang beragam, baik dari 

pihak yang memberikan layanan administrasi maupun dari masyarakat yang menerima layanan tersebut. Data 

dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti 

menggali informasi secara fleksibel tetapi tetap fokus pada tema penelitian. Observasi dilakukan untuk 

memahami proses administrasi secara langsung, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan layanan 

administrasi. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan wawancara dan panduan 

observasi yang dikembangkan berdasarkan literatur terkait prinsip good governance. Panduan wawancara 

mencakup berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam 

administrasi desa. Selain itu, dokumen-dokumen terkait administrasi desa, seperti laporan tahunan, dokumen 

perencanaan, dan laporan keuangan, juga dianalisis untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi. Data dari dokumen ini membantu memberikan gambaran objektif mengenai 

implementasi prinsip good governance. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumen 

kemudian direduksi untuk fokus pada informasi yang relevan dengan penerapan good governance dalam 

administrasi desa. Data yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang 

menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan 

mengidentifikasi pola atau tema utama dari data yang telah disajikan. Validitas data diuji melalui triangulasi 

sumber, di mana hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen, untuk memastikan 

konsistensi dan keabsahan data. 

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, peneliti juga melakukan teknik pengecekan oleh para 

informan (member checking), di mana hasil analisis sementara dikonfirmasi kepada para informan untuk 

memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan persepsi dan pengalaman informan. Selain itu, peneliti 

menggunakan teknik peer debriefing dengan berkonsultasi kepada rekan sejawat dalam bidang tata kelola 

pemerintahan untuk mendapatkan perspektif tambahan dan validasi terhadap hasil penelitian. 

Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan temuan yang dihasilkan dapat 

menggambarkan kondisi penerapan good governance di Desa Bagan Jaya secara akurat dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata kelola di tingkat desa, serta menjadi referensi bagi 

desa lain yang ingin mengimplementasikan good governance dalam administrasi kantor desa mereka. 

3. PEMBAHASAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip good governance dalam administrasi kantor 

Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi merupakan faktor penting dalam menciptakan administrasi 

publik yang dapat diandalkan, khususnya di tingkat desa. Pembahasan ini merespons rumusan masalah 

penelitian, menjelaskan bagaimana temuan diperoleh, serta menginterpretasikan hasil dengan mengaitkannya 

pada literatur dan teori sebelumnya. 

1. Transparansi dalam Administrasi Desa 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Desa Bagan Jaya masih 

mengalami kendala signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perangkat desa belum 

sepenuhnya memberikan akses informasi yang cukup terbuka kepada masyarakat. Sebagian besar informasi 

terkait anggaran, program desa, dan alur administrasi belum dipublikasikan secara rutin dan transparan. Hal 

ini mendukung hasil penelitian oleh Aini dan Wahyuni (2019) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan 

dalam administrasi desa adalah kurangnya keterbukaan informasi yang berdampak pada rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, studi oleh Effendi et al. (2020) menekankan 

bahwa transparansi yang memadai berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi 

masyarakat dalam tata kelola desa. 

Secara teori, transparansi dianggap sebagai komponen krusial dalam good governance karena 

memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif 

(Bevir, 2013). Dalam konteks Desa Bagan Jaya, meskipun terdapat beberapa upaya dari perangkat desa untuk 
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membuka informasi melalui papan pengumuman atau pertemuan desa, akses informasi masih terbatas pada 

lingkup kecil. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme transparansi yang lebih terstruktur, seperti 

penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sebagaimana 

direkomendasikan dalam penelitian Mulyadi dan Ramdani (2021) yang menemukan bahwa teknologi dapat 

meningkatkan keterbukaan informasi di pemerintahan desa. 

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Administrasi 

Akuntabilitas di Desa Bagan Jaya tampak sudah diterapkan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal 

pertanggungjawaban administrasi kepada lembaga pengawas di atasnya. Kepala desa dan perangkat lainnya 

secara rutin melaporkan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak kecamatan dan kabupaten. 

Meskipun demikian, tingkat akuntabilitas terhadap masyarakat masih terbilang rendah. Studi ini sejalan 

dengan temuan Susanto (2018) yang menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia yang menghadapi 

kendala dalam mempertanggungjawabkan anggaran secara terbuka kepada masyarakat, khususnya di daerah 

terpencil yang memiliki keterbatasan dalam hal akses informasi. 

Akuntabilitas yang kuat adalah salah satu pilar utama dalam good governance, di mana perangkat 

pemerintahan diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada 

masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat langsung (Rhodes, 2017). Dalam praktiknya, Desa Bagan 

Jaya dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui pertemuan terbuka secara berkala untuk membahas 

laporan kinerja dan penggunaan anggaran desa. Selain itu, implementasi sistem pengawasan berbasis 

masyarakat, seperti forum warga atau kelompok pengawas independen, dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang lebih akuntabel, sebagaimana disarankan oleh Setyowati dan Herlina (2020). 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Desa Bagan Jaya 

masih terbilang terbatas. Meskipun ada upaya dari perangkat desa untuk melibatkan masyarakat dalam 

musyawarah desa, partisipasi aktif dari warga masih rendah, terutama karena kurangnya sosialisasi dan 

komunikasi yang efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Raharjo (2019), yang menunjukkan bahwa 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di desa-desa sering kali disebabkan oleh minimnya informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat, serta kurangnya ruang partisipatif yang mendorong warga untuk ikut 

berperan aktif. 

Menurut teori good governance, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme penting dalam 

mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan legitimasi 

pemerintah (Peters, 2020). Dalam konteks Desa Bagan Jaya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif 

dalam melibatkan warga, seperti memberikan pelatihan atau sosialisasi yang membantu warga memahami 

pentingnya partisipasi. Sebuah studi oleh Kurniawan dan Suryana (2021) juga mendukung gagasan ini, 

menyatakan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dalam partisipasi akan berpengaruh positif pada 

efektivitas dan efisiensi program-program desa. 

4. Efektivitas dan Efisiensi dalam Administrasi Desa 

Efektivitas dan efisiensi dalam administrasi Desa Bagan Jaya terlihat dari upaya perangkat desa untuk 

menjalankan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Namun, masih 

terdapat kendala dalam hal kecepatan dan ketepatan layanan, terutama karena kurangnya tenaga administrasi 

yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Hasil ini memperkuat temuan dari penelitian Handoko dan 

Wirawan (2020) yang mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas sering kali 

menghambat efektivitas administrasi di banyak desa di Indonesia. 

Secara teoretis, efektivitas dan efisiensi dalam good governance sangat penting dalam memastikan 

bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan yang tepat sasaran dan berdaya guna (Osborne, 2019). 

Dalam kasus Desa Bagan Jaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan 

penambahan perangkat desa yang kompeten akan dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi 

administrasi. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti sistem administrasi digital, dapat membantu 

mempercepat proses layanan, sebagaimana dibahas oleh Wijaya dan Putri (2021) yang menemukan bahwa 

digitalisasi administrasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan di desa. 

5. Implikasi dan Saran Pengembangan Teori 

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa penerapan prinsip good governance pada level 

desa memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dari konteks pemerintahan kota atau kabupaten, terutama 

terkait keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya 

pengembangan teori good governance yang lebih kontekstual, yaitu teori yang mempertimbangkan 

karakteristik dan keterbatasan unik yang ada di desa-desa, khususnya desa-desa terpencil. Studi ini juga 

menyoroti perlunya modifikasi pendekatan good governance agar lebih adaptif terhadap kendala yang 

dihadapi desa-desa di Indonesia. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 

4.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam administrasi 

kantor Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Berdasarkan hasil studi, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

1. Transparansi dalam administrasi Desa Bagan Jaya masih memerlukan perbaikan. Meskipun ada 

beberapa upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi belum 

berjalan optimal, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan program desa. 

2. Akuntabilitas sudah diterapkan dalam laporan rutin yang disampaikan kepada lembaga pengawas tingkat 

kecamatan dan kabupaten. Namun, akuntabilitas kepada masyarakat setempat masih rendah, sehingga 

perlu peningkatan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas tentang pertanggungjawaban 

pemerintah desa. 

3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Desa Bagan Jaya 

masih rendah, terutama karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan ruang partisipatif. Hal ini 

menghambat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa. 

4. Efektivitas dan efisiensi dalam administrasi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia 

dan infrastruktur yang memadai. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan 

peningkatan kapasitas perangkat desa serta penambahan infrastruktur pendukung. 

Secara keseluruhan, penerapan prinsip good governance di Desa Bagan Jaya masih menghadapi 

tantangan, khususnya pada aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penting 

bagi perangkat desa untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dalam tata kelola, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar prinsip-prinsip good 

governance dapat diterapkan secara efektif dalam administrasi desa. 

4.2  Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip good governance dalam administrasi kantor 

Desa Bagan Jaya, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Transparansi Informasi: Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dengan 

menyajikan informasi anggaran, program, dan kebijakan secara berkala melalui media yang mudah 

diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman desa, media sosial, atau situs web resmi desa. 

Transparansi ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. 

2. Peningkatan Akuntabilitas kepada Masyarakat: Selain laporan rutin kepada pihak kecamatan dan 

kabupaten, pemerintah desa diharapkan menyelenggarakan forum terbuka atau musyawarah desa secara 

berkala untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan program yang telah dilaksanakan. Ini akan 

memperkuat akuntabilitas publik dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai 

kinerja pemerintah desa. 

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Agar partisipasi masyarakat meningkat, diperlukan sosialisasi 

yang lebih baik dan penyediaan ruang partisipatif, seperti pertemuan rutin atau kelompok kerja desa. 

Masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program akan meningkatkan 

efektivitas program desa. 

4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Mengingat pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam 

administrasi desa, pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam hal keterampilan 

administrasi dan teknologi sangat diperlukan. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam 

bentuk pelatihan reguler untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. 

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Administrasi: Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan 

administrasi, desa sebaiknya mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem 

administrasi desa berbasis digital. Ini akan mempermudah pengelolaan data serta mempercepat pelayanan 

publik kepada masyarakat. 

Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa Bagan Jaya dalam mengoptimalkan 

penerapan prinsip good governance, sehingga tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, 

efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

5. UCAPAN TERIMAKASIH (JIKA ADA) 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada perangkat Desa Bagan Jaya, 

Kecamatan Enok, yang telah memberikan waktu, data, dan informasi berharga selama proses penelitian 

berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas 

izin dan dukungan yang diberikan. 

Penghargaan juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan dosen pembimbing yang memberikan 

saran serta masukan konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Terakhir, penulis berterima kasih kepada pihak 

keluarga dan semua pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan selama 
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proses penelitian dan penulisan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam peningkatan tata 

kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang. 
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